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ABSTRAK

Dalam Pasal 52 KUHAP dengan tegas telah mengatur bahwa tersangka atau
terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim. Adapun tujuan dari pengaturan dalam pasal tersebut adalah agar
pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang
sebenarnya. Selain itu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009
Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur
bahwa penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka maupun
saksi dilarang untuk menggunakan berbagai bentuk kekerasan dengan tujuan
untuk mendapatkan keterangan dari pihak tersangka maupun saksi. Akan tetapi
penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka maupun
saksi untuk mendapatkan keterangan masih sering terjadi dalam proses penyidikan
hingga saat ini. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pun beragam,
mulai dari kekerasan yang mengarah ke psikis hingga kekerasan yang mengarah
pada fisik tersangka maupun saksi. Lembaga praperadilan yang ada saat ini dinilai
tidak mampu untuk melindungi pihak tersangka dan saksi dari tindakan penyidik
yang melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari
tersangka maupun saksi, hal tersebut dikarenakan lembaga praperadilan hanya
sebatas untuk menilai hal-hal yang bersifat administratif saja dalam upaya paksa
pada proses penyidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tersangka
saat ini hanya melaporkan penyidik yang melakukan tindak kekerasan, akan tetapi
terhadap keterangan tersangka dan saksi yang didapatkan oleh penyidik dengan
menggunakan kekerasan tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat surat
dakwaan. Oleh karena itu dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual untuk membahas akibat hukum dari penyidikan yang
dilakukan dengan kekerasan.

Kata Kunci: Penyidikan, Kekerasan, Sistem Peradilan Pidana

Vil

TESIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA... VEGA C. PRATAMA, S.H.



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

Article 52 of the Criminal Procedure Code has explicitly stipulated that a suspect
or defendant has the right to give information freely to an investigator or judge.
The purpose of the regulation in that article is so that the examination can achieve
results that do not deviate from the real thing. In addition, the Chief of Police
Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights
Principles and Standards in Carrying Out Duties of the State Police of the
Republic of Indonesia also stipulates that investigators in carrying out the process
of examining suspects and witnesses are prohibited from using various forms of
violence in order to obtain information from parties. suspects and witnesses.
However, the use of force by investigators against suspects and witnesses to
obtain information is still common in the investigation process until now. The
forms of violence perpetrated by investigators also vary, ranging from violence
that leads to psychological violence to physical violence against suspects and
witnesses. The existing pretrial institutions are deemed incapable of protecting
suspects and witnesses from the acts of investigators who commit violence with
the aim of obtaining information from both suspects and witnesses, this is because
pretrial institutions are only limited to assessing matters of an administrative
nature only in an attempt to force. in the investigation process. The efforts that can
be made by the suspect are currently only reporting the investigator who
committed acts of violence, however the statements of the suspect and witnesses
obtained by the investigator using force are still used as a basis for making an
indictment. Therefore, this normative juridical study uses a statutory approach, a
case approach, and a conceptual approach to discuss the legal consequences of
investigations carried out with violence.
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